
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
\ 

' 
Indonesia 4355); 

' 

2. Undang- Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah - Daerah 'Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 7 Tahun 

2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Grobogan; 

., 

I 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan 
akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berbasis 
akrual dan selaras dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik 
Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka 

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu 

disesuaikan; 

BUPATI GROBOGAN, 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERJ\TURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR .q] TAHUN 2019 

BUPATI GROBOGAN 
PRO VIN SI JA WA TENGAH 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun. 2,016 Nomor 47), diubah sebagai berikut; 

Pasall 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GROBOGAN NOMOR . 47 TAHUN 2016 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400; 



. ' 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR ~ 7 

2019 
Diundangkan di Purwodadi 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

2019 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan' ·Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 
\ 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

.. 
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